








 

 



 

 

 







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 





Abstrak 
 

 

Coronavirus disease(Covid-19) merupakan wabah yang menyerang banyak 

Negara, salah satunya ialahIndonesia.Dampak Covid-19 banyak merugikan 

masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian.Tujuan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum 

dan sesudah adanya Covid-19 serta mengetahui efektivitas pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane.Metode yang  digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan kejadian sebenarnya mengenai 

dampak covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor 

Samsat Kutacane sebelum dan sesudah Covid-19  dari tahun 2018-2020.Untuk 

memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data 

dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Kutacane terhitung dari sebelum adanya Covid-19 (tahun 2018) sebesar 

Rp.4.316.990.514 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.4.738.117.700. 

Adapun pada tahun 2020 (adanya Covid-19) penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane meningkat mencapai Rp.5.297.082.600. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kutacane tidak berjalan 

optimal pada awal 2019 (mulai adanya wabah Covid-19), hal ini dikarenakan 

adanya PSBB. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane berjalan efektif kembali seperti 

sebelum adanya Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. 

 
Katakunci: Coronavirus disease (Covid-19), Pajak Kendaraan Bermotor 
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Abstract 

 

Coronavirus disease (Covid-19) is an epidemic that has attacked many countries, 

one of which is Indonesia. The impact of Covid-19 is very detrimental to the people 

of Indonesia, especially in the economic field. The purpose of this study was to 

determine the receipt of Motor Vehicle Taxes before and after the Covid- 19 

outbreak and to determine the effectiveness of the collection of Motor Vehicle Taxes 

at the Kutacane Samsat Office. The method used is a qualitative descriptive method, 

which describes the actual events regarding the impact of Covid-19 on Motor 

Vehicle Tax receipts at the Kutacane Samsat Office before and after Covid- 19 from 

2018-2020. To obtain the necessary data, the authors carry out data collection 

activities by means of interviews, documentation, and observation. The results of 

this study indicate that the receipt of Motor Vehicle Tax at the Kutacane Samsat 

Office calculated from before the Covid-19 (in 2018) was Rp. 4,316,990,514 and in 

2019 it increased to Rp. 4,738,117,700. Meanwhile, in 2020 (the presence of Covid-

19) the receipt of Motor Vehicle Taxes at the Kutacane Samsat Office increased to 

Rp. 5,297,082,600. Motor vehicle tax collection at the Kutacane Samsat Office did 

not run optimally in early 2019 (beginning of the Covid-19 outbreak), this is due to 

the PSBB. However, as time goes by, the implementation of the collection of Motor 

Vehicle Taxes at the Kutacane Samsat Office is running effectively again as before 

the presence of Covid-19 by complying with health protocols. 

 

Keywords: Coronavirus disease (Covid-19),vehicle tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, keadaan dunia tengah dihebohkan akan kemunculan wabah 

virus yang mematikan yang disebut dengan Coronavirus disease atau Covid-19. 

Wabah Covid 19 ini melanda berbagai negara, salah satunya ialah negara 

Indonesia. Dalam menyikapi wabah ini, pemerintah memunculkan berbagai 

kebijakan mulai dari penerapan work from home, social distancingandphysical 

distancing hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). 

Tentunya, hal ini menimbulkan dampak dalam berbagai sektor, seperti kesiapan 

dan ketahanan sosial, politik, keamanan social. 

Dampaklainyang dirasakanbagi negara Indonesia ialah bidang 

perekonomian, dimana perekonomian secara global mengalami perlambatan 

pertumbuhan.Pandemi global Coronavirusmenyebabkan penyempitan kegiatan 

ekonomi yang  terjadi  saat  ini sehingga membuat  ekonomi  tidak  bergerak, 

dengan  pandangan bahwa Covid-19 menggiring  ekonomi  kepada  resesi yang 

berkepanjangan dan semakin lebih parah yang akan terjadi (Muhyiddin & 

Wardhana, 2020). 

Covid-19 diklasifikasikan sebagai virus yang penyebarannya dan 

membawa dampakinfeksi pada saluran pernapasan atas dari ringan hingga 

sedang, diagnosisnya dimulai dengangejala umum berupa demam, batuk dan flu 

hingga kesulitan bernapas (Sampurno, dkk.,2020). Dampak penyebaran wabah 

virus corona (Covid-19) menggerus penerimaan negara, terlebih bagi pajak 
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sebagai basis pendapatan terbesar.Seperti yang diketahui, pajak merupakan salah 

satu sumber atau pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara 

Indonesia yang berpengaruh meningkatkan pembangunan pemerintahan.Pajak 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan 

penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat 

pembayar pajak,tapijugauntukkepentinganrakyat yangtidakwajibmembayarpajak. 

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki 

peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara 

dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional.Maka dari 

itu, diperlukakan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa 

peduliuntuk membayar pajak.Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang 

semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan 

sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak 

atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Ratnasari, dkk., 

2016). 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang 

sumber pendapatannya cukup besar, hal ini disebabkan karena pertumbuhan 

penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tiap 

tahunnya.Dapat dilihat daribanyaknya masyarakat yang lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan 

aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan 

lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami 

peningkatan.Pertumbuhankendaraan ini juga disebabkan oleh masyarakat yang 
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dengan mudah memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka 

inginkan denganadanya sistem kredit yang mudah yang ditawarkan oleh pihak-

pihak leasingkepada masyarakat.Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya 

efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan 

perekonomian Negara. 

Pada dasarnya, pemerintah sekarang mengambil kebijakan-kebijakan 

seperti penerapanPSBB, melarang atau menutup berbagai tempat umum, tidak 

diperbolehkan membuat kerumunan keramaian, menerapkan social distancing 

yangmembuat turunnya pendapatan tidak seperti hari biasanya sebelum adanya 

Covid-19 ini(Lestari, dkk., 2020). Dengan adanya kebijakan tersebut layanan 

yang mengumpulkan Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat beroperasi dengan 

normal.Hal ini juga berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 

kantor Samsat Kutacane. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih 

banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor 

Samsat Kutacane yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ditambah lagi dengan 

adanya wabah Covid-19 yang membuat pengumpulan dan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor tidak berjalan efektif. 

Bukan hanya dalam sektor perpajakan saja, dampak lain yang 

diakibatkan karena adanya Covid-19 seperti ekowisata di bantaran sungai 

Martapura tepatnya pada kota Banjarmasin yangmenjadi objek wisata dan 

adanya pasar terapung yang menjadi pendapatan masyarakat sekitar, tapi saat ini 

ketika munculnya Covid-19pasar terapung tidak berjalan semestinya dan para 

pedagang lebih cendrung tidakberjualan (Abbas W., Hidayat, P. & Noor, 

H.,2019). Selain dari sektor pasar terapung dan juga pasar, tempat ibadah seperti 
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Mesjid SultanSuriansyah yang biasanya ramai kini kian sepi dikarenekan Covid-

19 ini masyarakat yang biasa sholat di Mesjid dianjurkan untuk sholat di rumah 

dikarenakan tidak diperbolehkanberkerumunan dan juga social distancing, demi 

pencegahan wabah Covid-19 menyebar luas (Abbas, Winarso & Meliana, 2019). 

Berdasarkan kedua penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa 

Covid-19 berpengaruh negative terhadap kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dan penjelasanyang telah dipaparkan di 

atas, maka peneliti tertarik menganalisis hubungan antara dampak covid-19 

dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.Oleh karena itu, peneliti men                      

gambiljudultentang “Analisis Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti mengidentifikasi masalah yaitu : 

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor? 

 

1.3. Batasan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis hanya menganalisisdampak Covid-19 

terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane. 

 

1.4. Rumusan Masalah 
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  Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisdapatmerumuskanmasalah 

yangakanditeliti, yaitu : 

1. Bagaimanakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat 

Kutacane sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19? 

2. Bagaimanakah efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotorpadakantor 

Samsat Kutacane semasa Covid-19? 

1.5. Tujuan dan Manfaat 

  Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Tujuan 

  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk mengetahuipenerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat 

Kutacane sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19. 

b. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

kantor Samsat Kutacane semasa Covid-19. 

 

1.5.2. Manfaat 

  Adapun manfaat penelitian yang penulis dapat dari tugas akhir ini adalah: 

1.5.2.1 BagiMahasiswa 

 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Mahasiswa tentang dampak 

Covid-19 dalam sektor ekonomi, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor agar dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan 

terhadap masalah yang nyata dalam dunia kerjadan belajar 

menyesuaikandiridenganlingkungankerja,sertamenumbuhkanrasatanggungjawab

dan kedisiplinanmahasiswa. 
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1.5.2.2. Bagi Universitas Pembangunan PancaBudi 

 Sebagai bahan masukan, sebagai pembelajaran dan juga pengetahuan 

tentang dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi, khususnya dalam penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor. Mempererat hubungan kerja sama Program Diploma-

III Perpajakan Universitas Panca Budi Medan dengan instansi lain, khususnya 

kantor Samsat Kutacane yang nantinya akan saling berbagi informasi. 

1.5.2.3. Bagi Kantor Samsat Kutacane 

Sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam 

masalahyangberhubungan dengan dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi, 

khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.Sebagai sarana untuk 

mempererat hubungan yang positif antara kantor Samsat Kutacane dengan 

Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi Diploma-III 

Perpajakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Definisi Pajak 

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara 

dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dalam jangka 

panjang masyarakat umum dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. 

Sebagai contoh, jika masyarakat atau wajib pajak membayar pajak jalan raya 

maka masyarakat itu sendiri akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya 

di daerahnya, meskipun tidak secara langsung. 

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak 

kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat 

umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat 

dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum 

bukan individual. 

Mardiasmo (2013) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983yang 

kemudian disempurnakan menjadiUndang-Undang No. 28 Tahun 2007tentang 

Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Jadi, selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak 

dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga 

penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya termasuk pelanggaran 

hukum.Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan 

aturannya. 

2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, 

yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus 

adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedang adil dalam dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia pajak diatur daam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara 

maupun warganya. 

3) Tidak mengganggu perekonomian 
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Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhikewajiban perpajakannya. Syarat ini 

telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. 

2.1.3. Pengelompokan Pajak 

Mardiasmo (2013) Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, 

yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut 

lembaga pemungutannya. 

a. Pajak Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung 

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala 

berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan 

pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak.Contoh 

dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Jadi wajib pajak tidak dapat melimpahkan pajak dari 

penghasilannya kepada orang lain. 
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2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan 

ke pihak lain. Pajak ini ditagih berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, 

jadi tidak dibayar secara berkala.Pemerintah memungut pajak ini jika 

peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak.Contoh dari pajak tidak langsung 

adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Bea Materai, dan Cukai.Jadi, jika Wajib Pajak menjual barang mewah maka 

Wajib Pajak tersebut dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah 

kepada sang pembeli. 

b. Pajak Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi 

Wajib Pajak.Jadi, besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan 

kemampuan Wajib Pajak. Contoh pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) 

dan pajak kekayaan. 

2) Pajak Objektif 

Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi 

objek tanpa memperhatikan kondisi Wajib Pajak.Jadi, pajak ini lebih terkait 

pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut.Contoh pajak 

objektif adalah pajak impor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Materai, 

Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Negara (Pusat) 
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Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat.Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Direktorat 

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal bea dan cukai, maupun kantor inspeksi 

pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Masuk 

dan Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Migas, Pajak Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan. 

2) Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini 

terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda 

Tingkat II dan Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, 

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan masih banyak lainnya. 

2.1.4. Fungsi Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu: 

1) Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi budgetair pajak berfungsi 

sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas 

negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. 

2) Fungsi Regulerend 
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Fungsi regulerend adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.Dalam bidang sosial dan 

ekonomi.Fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat digunakan pemerintah 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan 

ekonomi maupun tujuan tertentu diluar bidang keuangan serta dapat 

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan 

pemerintah. 

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak 

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yang biasa 

digunakan oleh Negara kepada Wajib Pajak.Berikut adalah 3 sistem pemungutan 

pajak di Indonesia beserta dengan penjelasannya 

a. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan 

penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan secara mandiri.Bisa dikatakan, Wajib Pajak adalah pihak yang 

berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang 

telah dibuat oleh pemerintah.Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak 

ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak.self assessment system biasanya 

diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya, jenis pajak PPN dan PPh. Sistem 

pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa 

reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. 

Ciri-ciri sistem pemungutan self assesment adalah sebagai berikut: 
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1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak itu secara 

mandiri. 

2) Wajib Pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai 

dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. 

3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkansurat ketetapan pajak, kecuali jika wajib 

pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib 

pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. 

b. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah sistempemungutan pajak yang 

membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus 

atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang Wajib 

Pajak.Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan 

diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. 

Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah, 

seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). 

Ciri-ciri sistem pemungutan Official Assessment adalah sebagai berikut: 

1) Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak 

2) Wajib Pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka 

3) Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak 

terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 

4) Pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam menetukan besarnya pajak yang 

wajib dibayarkan. 

d. Withholding System 
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Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak 

biasanya dihitung oleh pihak ketiga.Bukan mereka Wajib Pajak dan bukan juga 

aparat pajak/fiskus.Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan 

karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, 

karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak 

tersebut. 

2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu :Asas Equality 

(asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemapuan dan penghasilan wajib 

pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

1) Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 

berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat 

dikenai sanksi hukum. 

2) Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak 

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak 

lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

2.1.7. Hukum Pajak 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku 

pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya hukum 

pajak dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Hukum Pajak Materil 

Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang 
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dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu 

tentang timbul dan dihapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh, Undang-Undang Penghasilan. 

2) Hukum Pajak Formal 

Hukum pajak formal memuat bentuk tata cara dalam mewujudkan hukum 

materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum 

pajak formal ini memuat, antara lain : 

a) Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan utang pajak 

b) Hak-hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib 

Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang 

pajak dan kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan 

atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, dan mengajukan keberatan banding. 

 

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor 

2.2.1. Definisi Pajak Kendaraan Bemotor 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 

1 poin 10, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di air.  
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Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Aceh 

Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 1 poin 12 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor.Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek 

Pajak Kendaraan Bermotor adalahkepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor.Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang 

pribadi, badan atau instansi pemerintahyang memiliki kendaraan bermotor. Dan 

yang bertanggung jawab atas pembayarannyaadalah: 

a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli 

warisnya 

b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya 

c) Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran atau kuasa 

pengguna anggaran. 

Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa tidak semua kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yakni : 

a) Kereta api 

b) Kendaraan Bermotor yang semata-semata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan Negara 

c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah 
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d) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang 

semata-mata untuk dipamerkan dan dijual 

e) Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel 

atau disita. 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar : 

a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan 

Bermotor pribadi 

b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum 

c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, 

TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar. 

2.2.2. Mutasi Kendaraan Bermotor 

Mutasi kendaraan bermotor adalah perpindahan administrasi identifikasi 

kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain sesuai dengan perpindahan 

alamat barupemilik kendaraan bermotor.Jenis mutasi sendiri ada 2, yaitu: 

a.Mutasi luar provinsi. Kendaraan dari/ke lain provinsi, misalnya kendaraan dari 

Provinsi A ke Provinsi B. 

b.Mutasi dalam provinsi. Kendaran dari/ke lain kabupaten masih dalam 1 

provinsi, misalnya kendaraan dari KabupatenA Provinsi A ke Kabupaten B 

Provinsi A. 

2.2.3. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 



18  

 

 

Pajak terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada 

waktunya, pembayaran harus dilakukan di kas Negara atau kantor yang ditunjuk 

oleh pemerintah. Untuk meringankan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat 

diangsur selama satu tahun berjalan. 

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka 

kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul 

tunggakan pajak.Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau hutang 

yang masih belumdilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. 

Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak tak lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: 

1. Faktor Ekonomis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Sebagaimana dikutip oleh Johanes (2011) yang menyatakan bahwa 

masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar 

pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang 

sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang 

sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin 

akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan 

memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, 

tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut 

memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajiban 

perpajakannya. 

2. Kualitas Pelayanan Pajak 

Kualitas pelayanan perpajakan turut mempengaruhi perilaku Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Penyelenggaraan pelayanan yang 



19  

 

 

dapat memberikan kepuasan optimal bagi Wajib Pajak berhubungan dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan.Pelayanan kepada Wajib Pajak dikatakan 

bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak atau semakin kecil 

kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan semakin 

mendekati ukuran bermutu. Menurut Hesti (2013), untuk mengukur kepuasan atas 

pelayanan digunakan instrumen service quality yang terdiri dari : 

a) Bukti fisik (tangibles), yaitu hal yang berfokus pada barang atau jasa yang 

menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat 

komunikasi. 

b) Keandalan (reability), yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan, 

keandalan mencakup kemampuan memberikan jasa secara akurat sesuai 

dengan yang dijanjikan. 

c) Daya tanggap (responsivenes), yaitu kemampuan karyawan untuk membantu 

konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh 

konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap. 

d) Keyakinan (assurance), yaitu pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk 

melayani dengan ramah dan sopan. 

e) Empati (empathy), yaitu perhatian yang diberikan karyawan secara individual 

kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen. 

3. Tingkat Pemahaman Pajak oleh Wajib Pajak 

Pancawati Hardiningsih (2011) mengemukakan bahwa pemahaman Wajib 

Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami 

peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan 

perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas 



20  

 

 

bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin 

paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan 

kewajiban perpajakan mereka. Dimana Wajib Pajak yang benar-benar paham, 

mereka pahamakan sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan 

beban pajak yang mereka tanggung. 

2.3. Coronavirus Disease (Covid-19) 

Covid-19 merupakan wabah baru yang muncul di akhir tahun 2019. 

Wabah ini berasal dari Wuhan, sebuah kota di China. Wabah kali ini termasuk 

virus yang sangat berbahaya, hal ini dikarenakan virus yang tidak terlihat dan 

dapat mematikan banyak orang.Adanya virus ini tidak hanya berdampak pada 

kesehatan, melainkan juga kepada beberapa sektor di seluruh dunia.Bahkan 

sampai saat ini vaksin guna menangkal virus Covid-19 belum ditemukan (Ihza, 

2020). 

Covid-19 diklasifikasikan sebagaivirus yang penyebarannya dan 

membawa dampakinfeksi pada saluran pernapasan atas dari ringan hingga sedang, 

diagnosisnya dimulai dengangejala umum berupa demam, batuk dan flu hingga 

kesulitan bernapas (Yuliana, 2020).Terdapat tujuh jenis Covid-19(HCoVs) 

yangtelahtercatat dan diidentifikasi, yaitu HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-

NL63,HCoV-HKU1, SARS-COV, MERS-COV, dan Covid-19(CNN Indonesia, 

2020). Covid-19 diambil dari kata yang merupakan singkatan dari kata corona 

menjadi “Co”, virus menjadi “Vi”, dan disease menjadi “d”, serta angka 19 yang 

mewakili tahun 2019 menjelaskan saat virus ditemukan dan diidentifikasi. 

Awal ditemukan dan menyebar wabah ini ada di Ibukota Provinsi Hubei, 

Wuhan, Tiongkok di penghujung tahun 2019 yaitu bulanDesember.Virus ini terus 
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menyebar ke negara di luar Tiongkok, seiring banyak Negara yang melaporkan 

kasus wabah Covid-19. Hanya ada sedikit negara telah berhasil 

mengimplementasi kebijakannya untuk membuat penyebaran Covid-19 dapat 

terkendali, tetapi itu tidak dapat secara efektif menjamin bahwa sebaran Covid-19 

akan hilang dengan cepat (Faisal & Nirmala, 2020). Mulai menyebarkan 

dampakke negara-negaralain pada bulan Januari 2020 dan awal mula 

masukIndonesia setelah diumumkan bahwa ada laporankasus Covid-19 dibulan 

awal bulan Maret 2020, lebih tepatnya pada hari Senin, 2 Maret 2020 yakni dua 

warga Indonesia telah terjangkit Virus Corona, tepatnya di kota Depok, Jawa 

Barat. Informasi ini secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo 

(Ihsanuddin, 2020). 

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi Covid-19 ini hampir 

disemua sektor, mulai dariketenagakerjaan sampaidengankinerja industri segala 

sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran Covid-19 

dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, 

karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berdampak pada 

produktivitas kerja yang menurun (Mustajab, dkk., 2020). 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan hasil penelitian-penelitian yang mendukung penelitian 

ini, antara lain : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 
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1.  Azimah, dkk 

(2020) 

Analisis Dampak 

Covid-19 terhadap 

Sosial Ekonomi 

Pedagang di Pasar 

Klaten dan Wonogiri 

Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa dengan 

adanya pandemi virus Covid-19 

ini perekonomian mengalami 

penurunan terutama pada 

pedagang pasar yang mengalami 

penurunan daya beli masyarakat 

dan penghasilan sebesar 50%. 

2.  Ihza (2020) Dampak Covid-19 

terhadap Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah 

(UMKM)  (Studi Kasus 

UMKM Ikhwa Comp 

Desa Watesprojo, 

Kemlagi, Mojokerto) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dampak Covid-19 

terhadap UMKM Ikhwa Comp 

lumayan tinggi, antara lain dapat 

menurunkan pendapatan serta 

penurunan tingkat daya beli 

masyarakat.  

3.  Fahlefi, dkk 

(2020) 

Dampak Pandemi 

Covid-19 terhadap 

Perekonomian 

Masyarakat di Sektor 

Informal 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pandemi Covid-19 

berdampak terhadap 

perekonomian masyarakat yang 

bekerja di sektor informal 

khususnya subsektor 

transportasi. Penghasilan pekerja 

di subsektor ini menurun sebesar 

56% sehingga sebagian pekerja 

memilih untuk meninggalkan 

pekerjaan ini atau beralih ke 

pekerjaan lain. Kondisi ini 

mengakibatkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan rumah 

tangga, sehingga mereka harus 

menggunakan tabungan yang 

ada, melakukan penghematan, 

dan mengandalkan bantuan 

khusus penanganan Covid-19, 

bahkan sebagian Ibu rumah 

tangga juga terpaksa harus 

bekerja untuk membantu 

perekonomian keluarga. 

4.  Kurniasih 

(2020) 

Dampak Pandemi 

Covid-19 terhadap 

Penurunan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Kota 

Pontianak 

Hasil penelitian terhadap 36 

responden dari enam kecamatan 

di Kota Pontianak dari profesi 

yang berbeda dan terdampak 

pandemi serta wawancara 

mendalam kepada kepala 

puskesmas, camat dan 

perwakilan ketua RT diketahui 

bahwa pendapatan responden 

mengalami penurunan tajam 
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antara 30%-70% di awal masa 

pandemic sementara pengeluaran 

cenderung tetap.  

5.  Putri, dkk 

(2020) 

Dampak Covid-19 Pada 

Perekonomian 

Indonesia 

Hasil 

penelitianmenunjukkanbahwa 

:Covid–19 memilikidampak 

diantaranya : (1) sulitnya 

mencari pekerjaan; (2) banyak 

karyawan yang sudah bekerja 

terpaksa harus dirumahkan tanpa 

digaji sampai batas yangbelum 

diketahui; (3) Timbulnya 

kejahatan di beberapa 

daerahakibat sulitnya ekonomi; 

(4) Negara mengalamikerugian 

sekitar 320 Triliun. 

6.  Sinaga dan 

Purba (2020) 

Pengaruh Pandemi 

Virus Corona (Covid-

19) terhadap Pendapatan 

Pedagang Sayur dan 

Buah di Pasar 

Tradisional Pajak Pagi 

Pasar V Padang Bulan 

Dari penelitian yang telah 

dilaksanakan diperoleh hasil 

bahwa pedagang buah dan sayur 

tetap bertahan melakukan 

usahanya di pasar walaupun 

dalam masa pandemi dan jumlah 

pembeli serta pendapatan yang 

menurunhingga lebih dari 50%. 

Sumber : Jurnal tentang Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian (2020) 

 

2.5. Kerangka Konseptual 

 Dampak Covid-19 banyak merugikan masyarakat Indonesia, khususnya 

dalam sektor perekonomian masyarakat.Seperti yang sudah dipaparkan oleh 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dari Covid-19 yang 

membuat perekonomian dan pendapatan, baik Negara maupun masyarakat itu 

sendiri menurun. 

 Salah satu pendapatan Negara yang terbesar diperoleh melalui sector 

perpajakan, dan salah satu pajak yang terkena dampak dari covid-19 ini ialah 
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Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti bermaksud menganalisis dampak atau 

pengaruh Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada salah 

satu kantor Samsat yang terdapat di Aceh Tenggara. 

 Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

2.6. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam 

penelitian ini penulis membuat suatu hipotesa berdasarkan permasalahan dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh dampak Covid-19terhadap penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotorpada Kantor Samsat Kutacane. 

2) Tidak ada pengaruh dampak Covid-19terhadap penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotorpada Kantor Samsat Kutacane. 

Dampak Covid-19 

(Variabel X) 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

(Variabel Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Metode  penelitian  merupakan  prosedur  atau  cara  ilmiah  untuk  

mendapatkan data  dengan  tujuan  tertentu. 

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian.Metode 

penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah 

penelitian. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memaparkan pemecahan 

masalah yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada dengan 

menyajikan,menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh (Sugiyono, 

2016:56).Sedangkan menurut (Resseffendi 2010:33) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai 

keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui penelitian 

deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai 

keadaan sekarang ini mengenai dampak Covid-19terhadap penerimaan Pajak 

Kendaraan BermotorpadaKantor Samsat Kutacane sebelum dan sesudah Covid-19 

dari tahun 2018 hingga tahun 2020. 
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3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh 

data penelitian. Penelitian dilaksanakan di kantor Samsat Kutacane, yang 

beralamat diPulo Sanggar, Babussalam, Aceh Tenggara, 24651. 

  Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat 

penelitian sampai sidang meja hijau.Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan 

Maret 2021 sampai dengan Selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

 

No 

 

Aktivitas 

Bulan/Tahun 

Maret 

2021 

April 

2021 -Agustus 2021 

September 

2021 

Januari 

2022 

1 Pengajuan 

Judul Tugas 

Akhir 

    

2 Penyusunan 

Tugas Akhir 

    

3 Bimbingan 

Tugas Akhir 

    

4 Perbaikan 

Tugas Akhir 

    

5 Sidang Meja 

Hijau 

    

Sumber : Penulis (2021) 
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3.3. Definisi Operasional 

Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang 

bagaimana cara mengukur variabel. Operasional variabel merupakan informasi 

ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel yang sama karena berdasarkan informasi itu, ia 

akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel 

yang dibangun. 

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

Jenis Variabel Definisi Indikator 

Pajak Kendaraan 

Bermotor(Variabel 

Dependen/Terikat) 

Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor 

(Peraturan Daerah Provinsi Aceh 

Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 1 

poin 12) 

Hasil penerimaan 

Pajak Kendaraan 

Bermotor Kantor 

Samsat Kutacane 

2018-2020 

Covid-19 (Variabel 

Independen/Bebas) 

Wabah baru yang muncul dari 

Wuhan, termasuk virus yang 

sangat berbahaya dikarenakan 

virus yang tidak terlihat dan 

dapat mematikan banyak 

orang(Ihza, 2020). 

Dampak Wabah 

Covid -19 

Sumber :Penulis (2021) 

3.4. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:117) definisi populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Dari  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi  bukan  

sekedar jumlah yang  ada  pada  objek  atau  subjek  yang  dipelajari,  tetapi  

meliputi seluruh karakteristik atau sifat  yang  dimiliki  oleh  objek  atau  subyek  

tersebut. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor pada 2018 hingga 2020 di kantor Samsat Kutacane. 

3.4.2. Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam mengambil sampel sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu 

teknik yang harus digunakan oleh setiap peneliti. Terkait dengan hal ini, Sugiyono 

(2016) berpendapat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokan menjadi 

dua, yaitu Probability Sampling dan Non-Probability Sampling 

a. Probability Sampling 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang  yang  sama  bagi  setiap  unsur  (anggota)  populasi untuk  

dipilih  menjadi anggota  sampel. 

b. Non Probability Sampling 

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang samabagi setiap umur atau anggota 

populasi untuk dipilih  menjadi sampel.   

Pengambilan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan random 

sampling (secara acak). 
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3.5. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:53), penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih tanpa membat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel lainnya. 

Data penelitian adalah informasi berupa data yang diolah untuk dapat 

disimpulkan.Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu 

menggunakan data sekunder.Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu : 

a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian 

langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian 

guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya : 

a. Data penerimaan P.K.B tahun 2018-2020 

b. Jenis kendaraan dan banyak unit kendaraan 

c. Sejarah singkat perusahaan 

d. Struktur organisasi perusahaan 

b) Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yaitu berupa dokumen-dokumen resmi dan literature sebagai penunjang dan 

tambahan pembahasan dalam penelitian ini. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat 

digunakan untuk  meneliti pengumpulan data teknik dalam menunjuk sesuatu kata 

yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat 

penggunaanya melalui wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi, dan lain-

lain.  

Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk 

oleh Kantor Samsat Kutacane yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, 

dan teknik dokumentasi adalah dengan cara meminta catatan dan dokumen Kantor 

Samsat Kutacane yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor Tahun 2018-2020 (masa sebelum dan sesudah Covid-19). 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Pada  tahap  ini peneliti menggunakan metode analisis data  kualitatif dan 

kuantitatif dimana analisis ini menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19  dan  menjelaskan 

keefektifan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor semasa pandemi 

Covid-19. 

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PKB dapat dilakukan dengan 

menghitungperbandingan target dan realisasi penerimaan PKB tahun  2018-2020. 

Efektivitas dapatdiukur dengan rumus sebagai berikut : 
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Untuk mengukur tingkat efektivitas makadigunakan indikator pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100 % Sangat efektif 

90 – 100 % Efektif 

80 – 90 % Cukup 

60 – 80 % Kurang efektif 

< 60 % Tidak efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 ( Wardani & Fadhlia, 2017) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Kutacane 

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Samsat Kutacane 

Sejarah berdirinya Samsat diawali dengan adanya suatu gagasan yang 

disampaikan oleh dinas pendapatan Daerah Tingkat I se-Indonesia yang 

diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh badan 

Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam Bahasa Inggris 

One-stop Administration Services Officeadalah suatu sistem administrasi yang 

dibentuk guna memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan 

masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kutacane yang beralamat di Jalan 

Tusam No 1Kutacane merupakan salah satu instansi Pemerintah yang menangani 

pengurusan dokumen kendaraan bermotor. 

Dengan sistem kerja sama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan 

Provinsi,  dan PT.  Jasa  Raharja  (Persero) dalam  pelayanan   untuk  menerbitkan 

STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan 

uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang 

dinamakan kantor bersama Samsat. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi 

penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
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(BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

4.1.2. Visi, Misi, dan Motto Kantor Bersama Samsat Kutacane 

a. Visi 

Terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dan zero complain. 

b. Misi 

1. Menyediakan pelayanan penerbitan STNK secara cepat, tepat, dan akurat 

kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengutamakan ketelitian, 

transparasi, keamanan, dan akuntabilitas. 

2. Menyediakan informasi mengenai pelayanan penerbitan STNK. 

3. Melakukan upaya-upaya meningkatkan mutu layanan melalui perbaikan 

sarana dan prasarana, evaluasi sistem dan prosedur serta pengembangan 

pelaksanaan pelayanan (sumber daya manusia). 

4. Memelihara arsip STNK dalam rangka mendukung ketertiban dan 

keamanan data. 

c. Motto 

“Kepuasan masyarakat adalah citra pelayanan kami” 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis 

mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung 

jawabmasing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan struktur 

organisasi tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar dapat 

dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal. 
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Adapun struktur organisasi pada Kantor Bersama Samsat Kutacanedapat 

dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Aceh 

Dalam struktur orgsnisasi harus ada tiga unsur yaitu adanya orang yang 

melakukan pekerjaan, membagi tugas dan mempunyai tujuan yang sama. Pada 

organisasi ini seorang pemimpin membawahi langsung sejumlah bawahannya, 

setiap bawahannya menerima tugas yang diberikan dan 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi pekerjaan 

tersebut.Untuk melancarkan sistem pelayanan, Kantor Bersama Samsat Kutacane  

membawahi langsung 3 seksi yang di pimpin oleh kepala unit, yaitu sub bagian 

tata usaha, seksi pendataan dan penetapan, dan seksi penagihan dan 

pembayaran.Fungsi masing-masing seksi secara garis besar mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

1. Kepala Unit 

1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub-bagian, seksi dansub-

kelompok jabatan fungsional 
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2) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau 

instansiterkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan 

PKB dan BBNKB 

3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Unit Pelayanan PKB dan BBNKB. 

2. Seksi Sub-Bagian Tata Usaha 

1) Memberikan petunjuk penyusan rencana kerja berkenaan dengan fungsi dan 

tugas sub-bagian tata usaha. 

2) Menganalisis, membahas, merumuskan, serta menetapkan rencana kerja yang 

tepat dalam tindakan operasionalnya. 

3) Menugaskan dan mengontrol rencana kerja tersebut sedemikian rupa sehingga 

dapat terealisasi dengan baik. 

3. Seksi Pendataan dan Penataan 

Seksi ini bertugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian 

informasi Wajib Pajak, merekam dokumen perpajakan, penataan dengan 

dukungan teknis komputer, serta menyiapkan laporan kinerja. Serta melaksanakan 

pendaftaran objek dan subjek kendaraan bermotor baru dan menetapkan PKB dan 

BBNKB baru. 

4. Seksi Penagihan dan Pembayaran 

1) Melaksanakan pembuatan dan penyusunan daftar jumlah tagihan, 

tunggakan, dan denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Bea Balik Namasesuai 

ketentuan yang ditetapkan 
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2) Melaksanakan penagihan piutang PKB dan BBNKB yang belum 

perpanjangan atau daftar ulang 

3) Membuat rekomendasi kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB untuk 

melengkapi permohonan restitusi, pemindah-bukuan dan kompensasi. 
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4.2. Analisis dan Pembahasan 

4.2.1. Hasil Penerimaan P.K.B pada Kantor Samsat Kutacane 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Kutacane tahun 2018-2020 diketahui bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor.Data jenis kendaraan, banyaknya unit, dan hasil 

jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane 

disajikan pada tabel 4.1 s/d tabel 4.3. 

Tabel 4.1 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2018 

No Jenis Kendaraan Unit Realisasi Penerimaan P.K.B 

1 Sepeda Motor 623 Rp.133.698.600 

2 Becak 0 0 

3 Jeep 8 Rp.14.267.000 

4 Sedan 1 429.00 

5 Minibus/ST.Wagon 77 Rp.129.787.500 

6 Kendaraan Khusus 0 0 

7 Micro Bus/Light Bus 0 0 

8 Bus 0 0 

9 Pickup 33 Rp.54.769.500 

10 Mini Truck/Light Truck 16 Rp.42.920.700 

11 Truck 5 Rp.8.697.800 

12 Alat Berat 0 0 

Jumlah Bulan ini 763 Rp.383.570.100 

Jumlah s/d Bulan Lalu 8.126 Rp.3.933.420.414 

Jumlah s/d Bulan ini 8.889 Rp.4.316.990.514 

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020 
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 Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Kutacane mencapai Rp.383.570.100 pada bulan Desember 2018.Terdapat 763 unit 

kendaraan bermotor yang terdiri dari 12 jenis kendaraan seperti yang tertera pada 

tabel.Berdasarkan tabel hasil penelitian diketahui juga bahwa jumlah realisasi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan bulan November ialah 

Rp.3.933.420.414 meliputi 8.126 unit kendaraan bermotor. Dan setelah 

perhitungan sampai dengan bulan Desember, diketahui bahwa hasil penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 8.889 unit kendaraan bermotor pada 

tahun 2018 di Kantor Samsat Kutacane sebesar Rp.4.316.990.514. 

Tabel 4.2 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2019 

No Jenis Kendaraan Unit Realisasi Penerimaan P.K.B 

1 Sepeda Motor 694 Rp.157.347.700 

2 Becak 0 0 

3 Jeep 11 Rp.22.742.600 

4 Sedan 0 0 

5 Minibus/ST.Wagon 97 Rp.196.854.200 

6 Kendaraan Khusus 6 Rp.11.321.100 

7 Micro Bus/Light Bus 0 0 

8 Bus 0 0 

9 Pickup 40 Rp.69.617.500 

10 Mini Truck/Light Truck 12 Rp.33.302.800 

11 Truck 5 Rp.10.347.900 

12 Alat Berat 0 0 

Jumlah Bulan ini 865 Rp.501.533.800 

Jumlah s/d Bulan Lalu 8.201 Rp.4.236.583.900 

Jumlah s/d Bulan ini 9.066 Rp.4.738.117.700 

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020 
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 Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Kutacane mencapai Rp.501.533.800 pada bulan Desember 2019.Terdapat 865 unit 

kendaraan bermotor yang terdiri dari 12 jenis kendaraan yang telah tertera pada 

tabel.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan bulan November ialah 

Rp.4.236.583.900 yang meliputi 8.201 unit kendaraan bermotor. Dan setelah 

perhitungan sampai dengan bulan Desember, diketahui bahwa hasil penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 9.066 unit kendaraan bermotor pada 

tahun 2019 di Kantor Samsat Kutacane sebesar Rp.4.738.117.700. 

Tabel 4.3 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2020 

No Jenis Kendaraan Unit Realisasi Penerimaan P.K.B 

1 Sepeda Motor 711 Rp.177.042.100 

2 Becak 0 0 

3 Jeep 12 RP.45.240.200 

4 Sedan 0 0 

5 Minibus/ST.Wagon 120 Rp.250.278.200 

6 Kendaraan Khusus 4 Rp.10.310.700 

7 Micro Bus/Light Bus 1 Rp.1.020.500 

8 Bus 0 0 

9 Pickup 40 Rp.88.362.400 

10 Mini Truck/Light Truck 14 Rp.34.314.000 

11 Truck 2 Rp.4.407.700 

12 Alat Berat 0 0 

Jumlah Bulan ini 904 Rp.610.975.800 

Jumlah s/d Bulan Lalu 8.157 Rp.4.686.106.800 

Jumlah s/d Bulan ini 9.061 Rp.5.297.082.600 

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020 
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Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Kutacane mencapai Rp.610.975.800 pada bulan Desember 2020.Terdapat 904 unit 

kendaraan bermotor yang terdiri dari 12 jenis kendaraan yang telah tertera pada 

tabel.Berdasarkan tabel hasil penelitian diketahui bahwa jumlah realisasi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan bulan November ialah 

Rp.4.686.106.800 meliputi 8.157 unit kendaraan bermotor. Dan setelah 

perhitungan sampai dengan bulan Desember, diketahui bahwa hasil penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 9.061 unit kendaraan bermotor pada 

tahun 2020 di Kantor Samsat Kutacane sebesar Rp.5.297.082.600. 

4.2.2. Perbandingan Penerimaan P.K.B Sebelum dan Sesudah Covid-19 

Tabel 4.4 Perbandingan Penerimaan P.K.B Tahun 2018 – 2020 

Tahun Unit Realisasi Penerimaan P.K.B 

2018 (Sebelum Covid-19) 8.889 Rp.4.316.990.514 

2019 (Sebelum Covid-19) 9.066 Rp.4.738.117.700 

2020 (Selama Covid-19) 9.061 Rp.5.297.082.600 

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020 

 Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, diketahui bahwa terjadi 

peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 hingga tahun 

2020. Pada tahun 2018 dimana belum adanya Covid-19, Kantor Samsat Kutacane 

menerima Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.4.316.990.514 yang terdiri dari 

8.889 unit kendaraan bermotor dan pada tahun 2019 penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane mengalami peningkatan hingga 

Rp.4.738.117.700.  
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Kemudian pada tahun 2020 dimana Covid-19 mulai menyebar di wilayah 

Kutacane, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan hingga 

Rp.5.297.082.600. 

4.2.3. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan P.K.B pada Kantor Samsat 

Kutacane Selama Pandemi Covid-19 

1. Tata Cara Pemungutan P.K.B 

a) Pendaftaran 

Untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan 

pendaftaran terhadap objek pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut : 

1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 

Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas 

kendaraan bermotor dan Wajib Pajak yang bersangkutan serta ditandatangani 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

2) SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan atau 

penguasaan untuk kendaraan bermotor baru. Sampai dengan tanggal 

berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor, yaitu lamanya 30 hari sejak 

tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah 

dari luar daerah atau disebut juga dengan mutasi masuk. 

3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik 

perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan 

bermotor, maka wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.  

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 
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Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar 

SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang 

merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang. 

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

a) Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan 

b) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD 

c) Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda 

pelunasan pajak.  

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada umumnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban 

membayarPKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak 

akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak 

melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Adapun 

pelaksanaan penagihan PKB adalah sebagai berikut : 

a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya 

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang 

dikeluarkan 7  hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.  

b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat 

Peringatan atau surat lainnya yang sejenisWajib Pajak harus melunasi pajak 

terhutang. 

2. Efektifitas Pemungutan P.K.B 

Covid-19 baru-baru ini merupakan permasalahan yang amat besar bagi 

seluruh duniadikarenakan sebuah masalah yang tumbuh, banyak sekali  kesusahan 

dikarenakan adanya Covid-19,seperti Ekonomi kita saat ini menjadi salah satu 
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dampak dan mengalami penurunan,pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia 

padahaltujuannya Indonesia menggapai sebuah kemakmuran dan  kesejahteraan 

masyarakat dikarenakan adanya ekonomi yang cukupnaik dan apa yang dihasilkan 

sejajar. 

Namun, berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh diketahui 

bahwa Covid-19 tidak mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, 

khususnya pada Kantor Samsat Kutacane.Berdasarkan hasil wawancara terhadap 

pihak yang bertugas pada penerimaan P.K.B bahwa pelaksanaan pemungutan di 

awal adanya Covid-19 (awal 2020) tidak berjalan optimal, dikarenakan adanya 

PSBB. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan pemungutan P.K.B mulai 

berjalan optimal dengan mematuhi protokol kesehatan (5M), seperti : 

1. Mencuci tangan 

2. Memakai masker 

3. Menjaga jarak 

4. Menjauhi kerumunan 

5. Mengurangi mobilitas (Majid, A., 2020). 

Hasil persentase efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

Kantor Samsat Kutacane dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Efektifitas Penerimaan P.K.B Kantor Samsat Tahun 2018-2020 

Tahun Target PKB Realisasi PKB Persentase Kriteria 

2018 Rp.4.800.000.000 Rp.4.316.990.514 90 % Efektif 

2019 Rp.5.010.000.000 Rp.4.738.117.700 95 % Efektif 

2020 Rp.5.040.000.000 Rp.5.297.082.600 105 % 

Sangat 

Efektif 

Rata-rata 97 % Efektif 

Sumber : Diolah Penulis (2022) 

 Berdasarkan Tabel 4.5 tingkat efektivitaspenerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane rata-rata dari tahun 2018 – 2020 adalah 

sebesar 97 % yang dikategorikan efektif.Pada tahun 2018 realisasi penerimaan 

P.K.B tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 90 %, namun 

masih dalam kategori efektif.Pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi 

penerimaan P.K.B, namun masih belum melebihi target yang ditetapkan dengan 

persentase sebesar 95 % dan masih dalam kategori efektif.Pada tahun 2020 terjadi 

kenaikan yang signifikan daritahun sebelumnya yaitu penerimaan P.K.B 

sebesar105 % sehingga dapat dikategorikan sangat efektif dan realisasi 

penerimaan P.K.B pun sudah mencapai target yang ditetapkan. 



 
 

  45 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian sebagai berikut : 

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane 

terhitung dari sebelum adanya Covid-19 (tahun 2018) sebesar 

Rp.4.316.990.514 yang terdiri dari 8.889 unit kendaraan bermotor dan pada 

tahun 2019 meningkatmenjadi Rp.4.738.117.700 yang terdiri dari 9066 unit 

kendaraan bermotor. Lalu, pada tahun 2020 (adanya Covid-19) terus 

meningkat mencapai Rp.5.297.082.600 yang terdiri dari 9061 unit kendaraan 

bermotor. 

b. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kutacane 

termasuk dalam kategori efektif dengan persentase 97 %. Pemungutan tidak 

berjalan optimal pada awal 2020 (mulai adanya wabah Covid-19), hal ini 

dikarenakan adanya PSBB. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan 

pemungutan P.K.B pada Kantor Samsat Kutacane berjalan efektif kembali 

seperti sebelum adanya Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan : 

1. Melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak mengenai pengetahuan dan 

wawasan terkait kepatuhan dalam membayar pajak serta protokol kesehatan 

dalam pembayaran pajak. 
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2. Pengadaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online. 

3. Melakukan pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor agar mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan 

selain Covid-19 agarlancar dan optimal.  
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